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PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR27 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON
,

Menimbang : a. bahwa untuk tcrtibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016,

perlu mcnelapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagairaana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi

, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



5
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan An tar  a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah

, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kkedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90

, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171

,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah an (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija
Pemerintah an Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Keija Pemeritahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Polilik;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dan Anggaran Pen da pa tan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011



L %

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemcrinlahan
Berbasis Akrual Pada Pemerinlah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pcngclolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

ÿ 35. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

BUTON TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1
. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2
. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintah an oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menu rut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonora.

4
. Bupati adalah Bupati Buton.



3
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4
. Bupati adalah Bupati Buton.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

6
. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
benluk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

7
. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

8
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditcitnnkan denpan
peraturan daerah.

9
. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

5KFD auaiah pcrangkai. uacrah pada pciiicr  in Lallan uaerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

10. Satuan Keria Pengelnla Keuangan Daerah. vane selaniutnva

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
inga melaksanakan penpelolaan keuangan daerah

11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menvelenggarakan keseluruhan oengelolaan keuangan
daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
». . i i nnT/rs i i i i i . » it

Ui.&ui£iuiL i i rviÿ auction xvcjJctid miucuj ncija

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
uacrah.

14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD vans bertindak dalam kaDasitas sebagai
bendahara umum daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
pCli£gUllctiUl ctllggcU clll uiilutl illCKliV&cU tfcUtcU I iugrtft pimim Udll
fungsi SKPD yang dipimpinnya.



16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

17. Kuasa Bcndahara Umum Daerah
, yang selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

19. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

20. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau be be ra pa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang mgasnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjavvabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

25. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang
ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas
perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir,
pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

26. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang
ditunjuk untuk mendukung kclancaran tugas perbendaharan
yang meiaksanakan fungsi sebagai kasir, atau pembuat
dokumen penerimaan.

27. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara
penerimaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
bendahara penerimaan.



28. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bcndahara
pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi
bendahara pengeluaran.

29. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
pcngintcrprelasian atas hasilnya.

30. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
SAP. adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah.

31. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,

beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan flnansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

32. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

33. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

35. Neraea adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

36. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannva
disandingkan dengan periode sebelumnya.

37. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas sclama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.



38. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan inforraasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

39. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan
LAK dalam rangka pengungkapan yang mcmadai.

40. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

41. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

42. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk
menyelengarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

43. Prakiraan Maju {forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari
tahun vang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
pcnyusunan anggaran tahun berikutnya.

44. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanannya
dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, untuk
melindungi. melavani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang temkur sesuai dengan misi SKPD.

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu
atau lebih unit keija pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran tcrukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

47. Sasaran (target) adalah hasil vane; diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

50. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
pcncrimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

51. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

52. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kc kas daerah.

53. Pengeluaran Daerah adalah uang yang kcluar dari kas
daerah.

54. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

55. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

56. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

57. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

58. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

59. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeii atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sail.

60. Penyimpan Barang Daerali adalah pegawai yang serahi tugas
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

61. Penguins Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi
tugas untuk men gurus barang daerah dalam proses
pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit keija.

62. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya di
singkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



63. Pi  nj  am an Daerah adaiah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah meneriraa sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daeraJi dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

64. Piutang Daerah adaiah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah
yang dapat dinilai dcngan uang sebagai akibat pcijanjian
atau akibat laiiinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

65. Utang Daerah adaiah jumlah uang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, peijanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.

66. Dana Cadangan adaiah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

67. Investasi adaiah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis scperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

68. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adaiah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pcmbiayaan scrta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

69. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adaiah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dcngan DPRD.

70. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adaiah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana
belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan APBD.

71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adaiah dokumen yang memuat
pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

72. Dokumen Pelaksanaan Peru bah an Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adaiah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.



73. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

74. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penebitan SPP.

75. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan olch pcjabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

76. SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dcngan
pembayaran langsung.

77. SPP Ganti Uang Persediaan
.
. yang selanjutnya disingkat SPP-

GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dcngan pembayaran langsung.

78. SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.

79. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah keija
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

80. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

81. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

82. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakari sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.



83. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

84. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA SKPD

, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan scsuai
dengan ketentuan.

85. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak kctiga.

86. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

87. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk
mcmbantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

88. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/ lembaga
yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum
masyarakat.

89. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.

90. Bantu an Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

91. Belanja Bantuan Keuangan adalah alokasi anggaran bantuan
yang bersifat umum atau kliusus kepada pemerintah desa
atau pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.



92. Bantuan keuangan yang bersifat umum adalah bantuan
keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya atau
pemerintah desa penerima bantuan.

93. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan
keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mcwakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan:
a. menetapkan kebijakan ten tang pelaksanaan APBD;
b

. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah;

c. menetapkan Pengguna Anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang;

d
. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan daerah;

f
. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pengelolaan utang dan piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daerah, dan

h
. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya atau seluruh
kekuasaannya kepada:



a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna
anggaran/pengguna barang daerah pada SKPD masing-
masing.

(4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip
pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
mcnguji, dan yang mcnerima atau mengcluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf
a

, berkaitan dengan peran dan fiingsinya dalam mem bantu
Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk
pengelolaan keuangan daerah.

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas koordinasi di bidang:
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan pcrubahan
APBD;

d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e
. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan

pejabat pengawas keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

a. memimpin TAPD;

b
. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;



d
. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-

SKPD; dan

e. meJaksanakan tugas-tugas koordinasi pcngcloJaan
keuangan daerah lairmya berdasarkan kuasa yang
dilirapahkan oleh Bupati.

(4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Kepaia SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b
. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD;

c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

d
. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b
. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d
. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e. menetapkan SPD;

f
. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

pinjaman atas nama pemerintah daerah;

g.
 melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah; dan

h
. menyajikan informasi keuangan daerah;

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD
selaku kuasa BUD.



(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagairaana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b
. menyiapkan SPD;

c. menyiapkan SP2D;

d
. menyimparl seluruh bukii asli kepemilikan kekayaan

daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

f
. mengusahakan dan mcngatur dana yang di pcrlukan

dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang daerah;

h
. melaksanakan penempalan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi daerah;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum daerah;

j. melaksanakan perabenan pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

k
. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

1
. melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada BUD.

Pasal 6

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabai lainnya dilingkungan
SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

b
. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;



c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembenan jaminan
atas nama pemerintah daerah;

d. melaksanakan sisiem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah; dan

e. raenyajikan informasi keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Pasal 7

(1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf
c, mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;

b
. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

d
. raelaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pcmbayaran;

f
. melakukan pemungutan pcncrimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/peijanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i
. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnj,a;

k
. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD

yang dipimpinnya;
1

. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/
pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati; dan

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(2) Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran
bertindak sebagai Pejabat Pcmbuat Komitmcn scsuai
peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

(3) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selaku PPK dilarang
mengadakan ikatan peijanjian atau menandaiangani kontrak
dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat
mengakibalkan dilampauinya balas anggaran yang tersedia
untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBD.

(4) Pengguna Anggaran /Pengguna Barang bertanggung jawab
dari segi administrasi dan fisik atas pengadaan barang/jasa
yang dilaksanakannya.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 8

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam
meiaksanakan tugas-tugas sebagai  man a dimaksud dalam
Pasal 7 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan lingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objek lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah meliputi pelimpahan sebagian
kewenangan:

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada
Sekretariat Daerah Kabupalen Buton kepada Pejabat
dilingkungan Sekretariat Daerah; dan

b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Buton kepada Kepala UPTD,
SMAN/SMKN, dan Kepala SMPN.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.



(5) Pelimpahan sebagaian kewenangan khusus pada lingkup
Sckrctariat Daerah Kabupatcn Buton scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, dilakukan hanya untuk kegiatan
dengan anggaran diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah).

(6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana pada ayat
(1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

b
. melaksanakan anggaran kegiatan unit keija yang

dipimpinnya sesuai batas kewenangan yang dilimpahkan
oleh PA;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d
. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;

f
. mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan pada unit

kerja yang dipimpinnya sesuai batas kewenangan yang
dilimpahkan oleh PA; dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran.

(7) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.

(8) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dalam melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dapat
menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(9) Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan
dengan keputusan Bupati atas usul KPA.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.



(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan olch bendahara pengeluaran dan
diketahui/ disetujui oleh PA/KPA/PPTK ;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS
gaji dan tunjangan PNS serca penghasiian lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan olch bendahara pengeluaran;

c. melakukan veriilkasi SPP;

d. menyiapkan SPM;

e. melakukan verifikasi harian alas pencrimaan;
f
. melakukan verifikasi kebcnaran terhadap Laporan

Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara
penerimaan dan pengeluaran kepada PA/KPA;

g. melaksanakan akuntansi SKPD; dan

h
. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3J PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungulan penerimaan negara/
daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 10

(1) Bupati alas usul Kepala Dinas Pendapaian Daerah
menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD.

(2) Bupati atas usul Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
fungsional.

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik
secara langsung maupun tidak langsung, dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekeijaan pemborongan
dan penjuaian jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.



(5) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu olch
bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara
pengeluaran pembantu pada unit kerja terkaii.

(6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaraan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 11

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank
persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Untuk mendukung tugas perbendaharaan, bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu olch
pembantu bendahara.

(2) Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat
menetapkan pembantu bendahara penerimaan untuk
melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimaan pada SKPD.

(3) Bupati atas usul Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku PPKD dapat menetapkan pembantu bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir,
pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusaan gaji
pada SKPD.

Pasal 13

Bupati atas usul PA/KPA dapat menetapkan bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif
lainnya.



BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 14

(1) Segala penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam APBD.

(2) Sctiap SKPD yang mempunyai tugas melasanakan
peraungutan dan/atau penerimaan pendapatan daerah wajib
melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
mcmbiayai pcngcJuaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari keija.

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja
jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam APBD.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
dilakukan kecuali jika dalam keadaan darurat, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bcban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah
ditetapkan dalam APBD.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat,
tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1

Penyicipan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 15

(1) PPKD paling larabat 3 (tigaj han keija setelah peraturan
daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada
semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA- SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegialan,
anggaran yang disediakan untuk mcncapai sasaran tersebut,
dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta
pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada
PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan.

(4) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
program/kegiatan.

(6) DPA-PPKD DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah;

b
. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
dacrah.

Pasal 16

(1) TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD
bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 (lima
belas ) hari keija sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada
ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
pcrsctujuan Sekertaris Daerah.



(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD, Inspcktorat
Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lam bat 7
(tujuh) hari keija sejak tanggal disahkan.

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2

Anggaran has

Pasal 17

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun
anggaran kas SKPD.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan
dengan rancangan DPA-SKPD.

(3) Pemhahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 18

(IJ PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah
daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merauat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan arus keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegialan dalam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan kas pemerintah daerah ditetapkan
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 19

(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening
kas umum daerah.



(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah.

(3) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib
mengintensilkan pemungutan pendapatan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya.

(4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 20

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
sccara langsung scbagai akibat dari penjualan, tukar menukar,
liibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai
akibat penvimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan
dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah.

Pasal 21

(1) Pengembalian atas kclebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankari pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang teijadi dalam tahun yang
sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang teijadi
pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja
tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus didukung dengan bukti >'ang lengkap dan sah.

Pasal 22

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 23

(1) Setiap pengeluaran belanja atas be ban APBD harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengcluaran kas yang mengakibaLkan beban APBD, tidak
dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah serta
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan yang
ditempatkan dalam Berita Daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(5) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa.

(6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan belanja untuk teijaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Bagian Kelima

Belanja Tidak Langsung

Paragraf 1

Hibah

Pasal 24

(1) Hibah dapat dibcrikan kepada:

a.
 Pemerintah;

b
.
 Pemerintah daerah lain;

c. badan usaha milik ncgara atau badan usaha milik
daerah; dan/atau

d
. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakalan yang

berbadan hukum Indonesia

(2) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diberikan kepada satuan keija dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilavah kerjanya yang berada didalam wilayah Kabupaten
Bulon, dengan ketentuan:



a. hibah dimaksud sebagai penerimaaii negara; dan /atau
b

. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan
barang dan jasa yang lidak dibiayai dari APBN.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom
baru hasii pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik negara atau bad an usaha
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah daiam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diberikan kepada
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilaksankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan penerima, penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban
hibah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Bantuan Sosicil

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial
kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan
daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah mem prioritaskan pemenuhan bclanja
urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meiiputi:



a. individu
, keluarga, dan/atau masyarakat yang

raengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari
krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena
alam agar dapat memcnuhi kcbutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pcmerintahan bidang pendidikan,

keagamaan, dan bidang lain yatig berperan untuk
melindungi individu kelompok, dan/alau masyarakat dari
kemungkinan teijadinya resiko sosial.

Pasal 27

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 dilaksankan berdasarkan ketenruan peraturan
pcrundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan penerima, penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban
bantuan sosial

, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 3

Bantuan Keuangan

Pasal 28

(1) Pengajuan bantuan keuangan untuk kelurahan
disampaikan secara tertulis oleh pihak calon penerima
bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q
Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum.

(2) Pengajuan bantuan keuangan untuk dcsa disampaiakan
secara tertulis oleh pihak calon penerima bantuan kepada
Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa.

(3) Pengajuan bantuan keuangan kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan
uang; dan

b
. lampiran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Khusus untuk bantuan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi
Dana Desa.



(5) Pengajuan bantu an keuangan setelah disetujui oleh Bupati
cq. Sekretaris Daerah diteruskan kepada Kepala SKPKD
sebagai dasar pencairan dana bantuan keuangan.

(6) Kepala SKPKD atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima
persetujuan bantuan keuangan dari Bupati kemudian
melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan
administrasi pengajuan bantuan berikut lampirannya.

(7J Setelah berkas pengajuan bantuan keuangan dan
lampirannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat,
Kepala SKPKD atau pejabat yang ditunjuk melakukan
proses pencairan dana sesuai dengan prosedur pelaksanaan
dan penatausahaan keuangan daerah.

(8) Penerima bantuan keuangan setelah menerima bantuan dan
menggunakan sesuai dengan peruntukannya, wajib
membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan keuangan yang disampaikan kepada Bupati cq.
Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPKD dengan tembusan
kepada Kepala SKPD/unit keija yang bersangkutan.

Pasai 29

(1) Pengurus partai politik tingkat daerah mengajukan surat
permohonan bantuan keuangan partai politik kepada
Bupati.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lainnya.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta
mclampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan
administrasi berupa:

a. surat keputusan DPP Parlai Politik yang menetapkan
Susunan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten
yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jendcral DPP Partai Politik atau sebutan lainnj'a atau
dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-
masing partai politik;

b
. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat

yang berwenang;

c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan
kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum
DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;



d
. nomor rekening kas uraum partai politik yang dibuklikan

dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang
bcrsangkutan;

e. rcncana penggunaan dana bantuan keuangan partai
politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit
60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk
pendidikan politik;

f
. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan

keuangan yang bcrsumbcr dari APBD tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang
ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lainnya diatas raaterai dengan menggunakan kop surat
partai politik.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umura Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buton atau sebutan
lainnya.

(5| Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada tahun anggaran beijalan, bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

(6) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan
keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik tingkat Kabupaten.

(7) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Buton atau sebutan lainnya.

(8) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) terdiri dari Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Bidang
Bina Idcologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton, Sekretaris
KPUD, Kabag Hukum Setda Kabupaten, dan Kasubid
Kelembagaan Parpol, Fasilitasi Pemilu dan Wawasan
Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

(9) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaiaman dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(10) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan
bantuan keuangan partai politik tingkat daerah dibuat
dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati dengan

raelampirkan kelengkapan persyaratan administrasi
permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu
bagian yang tidak terpisahkan.

(ll)PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan
keuangan kc rckening kas umum partai politik tingkat
daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi
kelengkapan administrasi.

(12) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah
menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan
yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
kepada Bupati melalui PPKD, dengan melampirkan:
a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki

nomor rekening bank atas nama Pengurus Partai Poitik
tingkat daerah; dan

b
. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam

bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh
Ketua dan Bcndahara Partai Politik dengan
menggunakan kop surat dan cap stempel pai*tai politik.

(13) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) disertai dengan penandatanganan berita acara serah
terima bantuan keuangan oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan
Bendahara Partai Politik atau sebutan lain tingkat daerah
sebagai Pihak Kedua dan dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pa sal 30

(1| Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana
penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional
sekretariat partai politik.

(2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran
bantuan yang diterima.

(3) Partai politik wajib membuat dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu)
tahun sekali kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatcn
selelah diperiksa oleh BPK.



(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai
politik tingkat dacrah paling Iambat 1 (satu) bulan setelah
diperiksa oleh BPK.

Paragraf 4

Bantuan Tanggap Darurat

Pasal 31

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang
dianggarkan da lam APRD untuk mendanai tanggap darurat,

penan ggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan dacrah
tahun-tahun sebelumnya yang tclah ditutup ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD
paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang
diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta
menghindari adanj'a tumpang tindih pendanaan terhadap
kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
tersebut kepada Bupati.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 32

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih

kecil dari pada realisasi belanja;



b
. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung; dan

c
. mendanai kewajiban Jainnya yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud
da lam Pasal 32 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang
telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan
SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran
beijalan.

(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah
terlebih dahulu dilakukan pcngujian sebagai berikut:
a

. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau
belum diterbitkan SP2D atas kegiatan 3'ang
bersangkutan;

b
. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D;

atau

c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan
penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL
mcmcnuhi kritcria:

a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada
tahun anggaran berkenaan; dan

b
. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan

karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau
rekanan, namun karena akibat dari force major.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 34

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas
nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh
BUD.



(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan lain diluar yang tclah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (2)
diiaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi
untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(4) Untuk pclaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih
dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan danacadangan.(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah selesai diiaksanakan dan target
kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih
tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke
rekening kas umum daerah.

Pa sal 35

(1J Dalam hal dana cadangan yang ditcmpatkan pada rekening
dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang membenkan hasil tetap dengan resiko
rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan
yang ditempatkan dalam portofolio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. deposito; dan

b
. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan
penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.



Paragraf 3

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 36

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan
melalui rekcning kas umum daerah.

(2) Pcmcrintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas
pinjaman pihak lain.

(3) Pendapatan daerah dan/atau asei daerah (barang inilik
daerah) lidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang
milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat
dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 37

Kepala SKPKD meiakukan penatausahaan atas pinjaman daerah
dan obligasi daerah.

Pasal 38

(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif
pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester
tahun anggaran beijalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. juralah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

c. sisa pinjaman.

Pasal 39

(1) Pemenntah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan
APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan
pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meiakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD.


